
WALIKOTA PALOPO 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN WALIKOTA PALOPO 
JIOMOR: 6 TAHUN 2016 

TEN'TANG 

PERUBAHAN ATAS PERATUR.Alf WALIKOTA PALOPO NOMOR 34 TABUN 2014 
TBRTARG SISTBM .AKURTARSI PEMBRDITAH KOTA PALOPO 

DBKGAlf RABMAT TUBAN YA?fG MAHA BSA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Mentcri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pad.a 
Pemerintah Daerah, agar lebih sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan maka dipandang perlu mengubah 
Peraturan ·walikot.a Palopo Nomor 34 Tahun 2013 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palopo. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud 
dalam hu.ruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan 
Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Kota Palopo; 

1. Undang - Undang Nomor l 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mamasa clan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi 
Selata.n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Norr101:- 4186); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tenta.ng 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

4. Unda.ng-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Informasi 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, 
ta.mbahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);· 



Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang .. Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Norn.or 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Tahun 2005 Nomor 138, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
denga.n Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daera.h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Repu.blik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenta.ng Sta.ndar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah. 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN \VALIKOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG 
SISTEM AKUNT ANSI PEMERINT AH KOTA P ALOPO 



Pasal I 

B.eberapa ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palopo diubah menjadi sebagai berikut: 

1. Sistem Akuntansi PPKD : 
a. Akuntansi Pendapatan PPKD 

1) Pihak-Pihak Terkait 
p;jiak-pihak yang melaksanakan. sistem akuntansi pendapatan PPKD adalah 

sebagai berikut: 

a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

b) Fungsi Akuntansi PPKD 

2) La.ngkah-Langkah Teknis 

a) Pend.apatan Asli Daerah (PAD) 

(1} Pendapatan Pajak 

1.1. Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas 
daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran 

pajak. Fungsi akuntansi PPKD mencatat "Kas di Kas Daerah" 

di debit dan "Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek 

ter kait)" di kredit dengan jurnal: 
Kas di Kas Daerah 

Pendapatan Pajak ... -W 
Xxx 

xxx 

1.2. Pendapatan Pajak- LO diakui pada sa.at terbitnya Surat 

Keteta.pan Pajak (SKP) Daerah dan dicatat berdasarkan . 

dokumen sumber SKP tersebut. Fungsi akuntansi PPKD 

mencatat "Piutang Pajak" di debet dan "Pendapatan Pajak - 
LO" ( sesuai rincian objek terkait) di kredit dengan jumal: 

Piutang Pajak 

Pendapatan Pajak ... -LO 

Xxx 

xxx 

1.3. Pendapatan-LRA sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi 
Akuntansi PPKD mencatat "Estimasi Perubahan SAL" di debit 

dan "Pendapatan Pajak ... LRA. (sesuai rincian objek terkait)" di 
kredit dengan jurnal: 

Esti.masi Perubahan SAL 

Pendapatan Pajak .•.. -LRA 

Xxx 

xxx 









.. 

6) Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi 
pendapata.n retribusi, PPK-SKPD mencatat "Estimasi Perubahan 
SAL" di debit dan "Pendapatan Retribusi Daerah-LRA (sesuai 
rincian objek terkait)" di kredit dengan jurnal: 

Estimasi Perubah.an SAL xxx 

Pendapatan Retribusi Daerah -LRA xxx 

Pasa.1 II 

(1) Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan dalam penyajian Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) Kot.a Palopo Tahun 2015. 

(2) Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini denga.n·penempatannya dalam Berita Daerah Kata Palopo. 

Ditetapkan di Palopo 
Pada tanggal 9 Pebruari 2016 

WALIKOTA PALOPO, 

2016 

llt1BA1IUtlAD KA.Biii ALWI 

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 6 


